PAJAK MINERAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 1 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

ABSTRAK :

berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota. berdasarkan Pasal 95 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah,Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat Il di Sulawesi

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438); SALINAN

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesi” Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia



STATUS

11.

12.

13.

14.

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai
Daerah Otonom

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang :

ROoO~NOOR~WDNRE

KETENTUAN UMUM

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
WILAYAH PEMUNGUTAN

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

PENETAPAN

TATACARA PEMBAYARAN

TATACARA PENAGIHAN

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

. KEBERATAN DAN BANDING

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
KEDALUWARSA

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
INSENTIF PEMUNGUTAN

KETENTUAN KHUSUS

PENYIDIKAN

KETENTUAN PIDANA

KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP

Berlaku sejak tanggal diundangkan
Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 24 Juli 2012



PAJAK AIR TANAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 2 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TENTANG PAJAK AIR TANAH

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah merupakan salah satu
jenis Pajak Kabupaten/Kota, berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah;

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844); SALINAN

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pamerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusa
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4859);

Peraturan Pamerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian
Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4861);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
1451/K/10/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas
Pemerintah Dibidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004
Nomor 4);

Peraturan daerah ini mengatur tentang:

BROoO~NOOR~WDNRE

KETENTUAN UMUM

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

DASAR PENGENAAN, BESARAN TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
WILAYAH PEMUNGUTAN

PEMUNGUTAN

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

PENETAPAN

TATA CARA PEMBAYARAN

TATA CARA PENAGIHAN

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

. KEBERATAN DAN BANDING

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
KEDALUWARSA

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
KETENTUAN KHUSUS

PENYIDIKAN

KETENTUAN PIDANA

KETENTUAN PENUTUP



STATUS : Berlaku sejak tanggal diundangkan
Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 24 Juli 2012



RETRIBUSI PEMAKAIAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 3 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

ABSTRAK

bahwa berhubung Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat I Buton Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Buton Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat I Buton Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah, perlu ditinjau kembali dan Disesuaikan, berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat 1l di Sulawesi (Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 1822 );

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acar Pidana (Lembara
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomo 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomo 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanga Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomo 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomo 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahaDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesi Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daera (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438) SALINAN

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daera dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan
Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuka Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5233);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentan Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagia Urusa
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daera Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembara Negara Republik Indonesia



STATUS

10.

11.

12.

Tahun 2007 Nomor 82, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011
Nomor 1);

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang:

Nk~ WNPRE

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

KETENTUAN UMUM

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

GOLONGAN RETRIBUSI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

WILAYAH PEMUNGUTAN

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN

. TATA CARA PEMBAYARAN

. TATA CARA PENAGIHAN

. SANKSI ADMINISTRASI

. KEDALUWARSA PENAGIHAN

. PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
INSENTIF PEMUNGUTAN
PENYIDIKAN

KETENTUAN PIDANA
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP

Berlaku sejak tanggal diundangkan
Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 24 Juli 2012



RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 4 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

ABSTRAK

bahwa dalam rangka perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status
hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh
penduduk, perlu dilakukan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. dengan
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan, perlu ditinjau kembali dan
disesuaikan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438); SALINAN

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran



STATUS

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Adminstrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan
Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten
Buton Tahun 2011Nomor 3);

Peraturan daerah ini mengatur tentang:

agkrownE

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

KETENTUAN UMUM

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

GOLONGAN RETRIBUSI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN MASA RETRIBUSI
TATA CARA PEMUNGUTAN

TATA CARA PEMBAYARAN

. TATA CARA PENAGIHAN

PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
SANKSI ADMINISTRATIF

KEDALUWARSA PENAGIHAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
INSENTIF PEMUNGUTAN

KETENTUAN PIDANA

PENYIDIKAN

KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP

Berlaku sejak tanggal diundangkan
Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 24 Juli 2012



PENERIMAAN SUMBANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 5 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA

DAERAH

ABSTRAK

bahwa guna mendukung pelaksanaan program-program Pemerintah Kabupaten
Buton dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum,
diperlukan peran dan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemberian sumbangan
pihak ketiga kepada daerah, untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan
penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana dimaksud, perlu
diatur dengan Peraturan Daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan
Pihak Ketiga Kepada Daerah

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); SALINAN

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi® Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

8. Peraturan Pamerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian
Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4861);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerabh;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenagan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 1);

Peraturan daerah ini mengatur tentang:

1. KETENTUAN UMUM

2. PENERIMAAN DAN BENTUK SUMBANGAN
3. KETENTUAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN
4. KETENTUAN PENUTUP

STATUS Berlaku sejak tanggal diundangkan
Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 24 Juli 2012
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2012

PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

ABSTRAK :

bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah daerah berkewajiban dan
bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan
di daerah. berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, pemerintah

daerah dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, perlu
mengadakan  pengaturan  teknis  penyelenggaraan  administrasi
kependudukan yang diatur dalam peraturan daerah. berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Buton tentang tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019):

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
SALINAN

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4674);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3730);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, ambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton(Lembaran
Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 3);

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

1.
2.
3.

KETENTUAN UMUM
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



STATUS

No ok

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

PENDAFTARAN PENDUDUK

PENCATATAN SIPIL

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT TERJADI
KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

PENYIDIKAN

SANKSI ADMINISTRATIF

KETENTUAN PIDANA

KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP

Berlaku sejak tanggal diundangkan
Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 24 Juli 2012



